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ABSTRAK 
 

Lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu lembaga yang ada 

dalam Notaris, Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Fungsi dari Majelis Kehormatan 

Notaris yaitu sebagai pengawasan, pemberian sanksi serta untuk memberikan 

persetujuan atau menolak permohonan yang diajukan oleh penegak hukum. 

Lembaga Majelis Kehormatan Notaris tidak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Selanjutnya dari permohonan yang sebagian di tolak oleh Majelis 

Kehormatan Notaris dapat berpotensi untuk melanggar asas persamaan di depan 

hukum. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio legis dibentuknya 

Majelis Kehormatan Notaris serta apakah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan 

Notaris melanggar asas persamaan didepan hukum. Pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris bertujuan 

untuk memberikan perlindungan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan 

jabatannya serta dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris tidak bertentangan 

dengan asas persamaan didepan hukum karena peran dari Majelis Kehormatan 

Notaris yaitu untuk melindungi Notaris yang telah menjalankan tugas jabatannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik.  

Kata Kunci: fungsi, Majelis Kehormatan Notaris, Permohonan. 
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ABSTRACT 
 
The Notary Honorary Council is one of the institutions in the Notary, the Notary 
Honorary Council is regulated in Article 66 of Law Number 30 of 2014 concerning 
the Office of a Notary. The function of the Notary Honorary Council is to supervise, 
impose sanctions and to approve or reject applications submitted by law 
enforcement. The Notary Honorary Council is not regulated in Article 1 of the 
Notary Office Law. Furthermore, the application which was partially rejected by 
the Notary Honorary Council could have the potential to violate the principle of 
equality before the law. This study aims to analyze the ratio legis related to the 
establishment of the Notary Honorary Council and whether the formation of the 
Notary Honorary Council violates the principle of equality before the law. The 
approach used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach 
(conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this 
study indicate that the establishment of the Notary Honorary Council aims to 
provide protection for Notaries in carrying out their duties and positions and the 
formation of the Notary Honorary Council does not conflict with the principle of 
equality before the law because the role of the Notary Honorary Council is to 
protect Notaries who have carried out their duties in accordance with applicable 
laws and regulations and the Code of Ethics. 
 
Keywords: function, Notary Honorary Council, Application. 
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